LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN BANGUN - BANGUNAN

DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DENPASAR
2001




himb;mg :
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TENTANG

LJIN BANGUN-BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

a.  bahwa kegiatan untuk mendirikan bangunan rumah tempat
tinggal gedung instansi dan pembangunan bangunan lainnya
di Kota Denpasar telah berkembang dengan pesat;

b. bahwa Kota Denpasar sebagai Kota Budaya berwawasan
lingkungan, dipandang perlu mengatur dan mengendalikan
berdirinya bangunan serta menjaga pelestarian bangunan-
bangunan yang mempunyai nilai sejarah, sehingga untuk
setiap mendirikan / merubah / merobohkan bangunan harus
memenuhi persyaratan sesuai peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;
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bahwa sehubungan dengan huref a2 &= > &atas peris
menctapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang lin
Bangun-bangunan;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83: Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2186);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12: Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3215):

Undang-undang Nomor | Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kota Denpasar ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 34063):
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469):
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115:
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501):
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683):
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):
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>eraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahian Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang
Pekerjaan Umum Kepada Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10: Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3373):

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa
(Lembaran Negara Nomor 33: Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3441 j:

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungau
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44: Tambahan
Lembaran Negara Nomor 34435):

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1993 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum:

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penvusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden:
>craturan Menteri Dalum Negeri Nomor 2 Tahun 1987
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Tata Cara Pemberian ljin Mendirikan Bangunan (IMB) serta
ljin Undang-undang Gangguan (UUG) HO Bagi Perusahaan-
perusahaan vang Berlokasi di Luar Kawasan Industri:
Peraturan Menteri Pekerjukaan Umum Nomor 63 / PRT /
1993 tentang Garis Sempadan Sungai;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan:

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000
tentang Nomenklatur dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2000 Nomor 3):
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Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakvai Dacrabh Kota
I !

Denpasar tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor 03 tahun 2001
tentang Penetapan Persetujuan 17 (tujuh belas) Rancangan
Peraturan Daerah merijadi 17 (tujuh belas) Peraturan Daerah
Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG

=

[JIN BANGUN-BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah int vang dimaksud dengan :

Rota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar:

Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar:
Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar selanjutnya disebut DPRD
Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar:
Dinas Tata Kota.dan Bangunan adalah Dinas Tata Kota dan Bangunan
Kota Denpasar:

Bangun-bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia vang tersusun
terletak pada tanah atau bertumpu pada-batu-batu landasan:
Bangun-bangunan meliputi bangunan gedung. bangunan reklama. bangunan
jembatan penyebrangan. bangunan telekomunikasi. menara air. gapura dan
bangunan di atas makam:

Bangunan adalah bangun-bangunan yang membentuk ruangan tertutup
seluruhnya atau sebagian. beserta bangun-bangunan yang lain vang
berhubungan dengan batu itu:

Bangunan permanen adaiah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton.
batu. baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun:
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Bangunan semi permanen adalah bangunan vang sebagian kKonstruksi
utamanya dinvatakan permanen dan umur bangunan dinvatakan kurang dari
13 (lima belas) tahun; '

Bangunan sementara adalah bangunan yang dipakai untuk sementara waktu
dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun;

Persil adalah sebidang tanah yang dihakki orang atau badan hukum
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku:

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bungunan seluruhnya
atau sebagian. termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanaly
vang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu:

Mengubah bangunan adalah pekerjaan menggali dan / atau menambah bagian
bangunan yang ada. termasuk pekerjaan membongkar vang berhubungan
dengan pekerjaan.mengganti bagian bangunan tersebut; .
Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan
ditinjau dari segi fungst dan / atau Konstruksi:

Rencana teknik adalah gambar-gambar dan dokumen-dekumen lainnya vang
menjadi petunjuk pelaksanaan bangunan:

Syarat-syarat adalah svarat-svarat tertulis dadwm bungunan vang melengkapi
setiup bangunan:

PIMB adalah Permohonan {jin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan
Daerah ni;

Petugas adalah orang vang mendapat tugas secara resmi melavani
kepentingan umum di bidang mendirikan bangunan:

Pengawas adalah orang vang mendapat tugas secara resmi mengawasi
pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan:
RKS adalah Rencana kerja dan Syarat-syarat;

Harga Bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan d.l'ldll\d vang
telah diperiksa kebenarannva oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan:

IPB adalah Ijin Penggunaan Bangunan menurut Peraturan Daerah ini:
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah jumlah lantai bangunan vang

dihitung berdasarkan perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas

persil, yang dinyatakan dalam prosentase atau kelipatan KDB;:

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan antara luas dasar
bangunan dengan luas persil yang dinyatakan dalam persentase:

h
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Tingei bangunan adaiah jarak tegak lurus yuang diukur dart rata-rata permukaan
tanah asal dimana bangunan tersebut didirikan sampai kepada garis pertemuan
antara lembok luar atau tang struktur bangunan dengan atap:

Jarak bangunan adalah jarak vang paling pendek yang diperkenankan dari
bidang luar bangunan sampai batas samping dan / atau sampai belakang tanah
perpetakan vang sesuai dengan rencana kota;

Terus adaluh bagian lantai bangunan bersifat tambahan yang tidak dibatasi
oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup:

Loteng adalah bagian lantai tingkat bangunan bersifat tambahan. berpagar
dan udak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup:
Instadasi adalah konstruksi jaringan, bahan penyambung dan perlengkapan
alat-alat vang berkaitan dengan konstruksi jaringan:

ljin lokasi adalah Tjin prinsip vang dikeluarkan oleh instansi yang
herwenang di Daerah untuk pemohon ijin vang akan membangun di
suaty bahan vang sesual dengan tata guna tanah:

=

Beu adalah pungutan uang vang hesarnva ditetapkan dengan Peraturan Daerah

uh

cepentinan pengeloluan vong dilakukan oleh Pemerintah Dae
Biusa adalah pungutan wang oleh Pemerintah Ducrabh padu masyarakat
narena imbalan pelayvanan administrasi, vang besarnya ditetapkan dengan
Peraturan Daerah:

Garls sempadan ialah gans khayalan yang tertarik pada jarak tertentu sejajar
dengan as jalan atau as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara
bagcian persil vang boleh dan vang tidak boleh di bangun bangun — bangunan:
Retribusi Daerah ialah Pungutan Daerah sebagai pembayaran permohonan /
Karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah bagt yang-
berkepentingan atau karena vang diberikan oleh Daerah:

Pasal 2
Untuk dapat mendirikan. mengubah bangun-bangunan 'di daerah harus

mendapatkan ijin terlebih dahulu.
[jin mendirikan, mengubah bangun-bangunan diberikan oleh Walikota.



Pasal 3
1) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan. mengubah bangun - bangunan
sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daeran ini. dilakukan oleh pemilik
bangunan baik dengan swakelola maupun melalui kontrak kerja sehingga
kwalitas dan kwantitasnya menjadi tanggung jawabnya.
(21 Konraktor diwajibkan mendaftarkan diri pada instansi yang berwenang di Daerah.

BABII
LJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama
; Perencanaan

Paracral |
Petujuk Perencanaan

Pusai 4

helum mengajukan lin Mendirikan Bangunan (iIMB) pemohon harus terlebih
u meminta petunjuk tentang rencana mendirikan bangunan dan tentang IMB
Dinas Tata Kota dan Bangunan. yang meliputi :
Jenis / peruntukan bangunan: :
Loas lantat di atas / di bawah permukaan tanah bangunan:
Jumlah lantai / lapis diatas / dibawah permukaan bangunan:
Gans sempadan vang ditetapkan:
Luas ruang terbuka:
Koefisien lantai bangunan (KLB):
Koefisien dasar bangunan (KDB):
Ketinggian bangunan: '
Jarak bebas bangunan: '
Spesifikasi perwujudan bangunan (arsitektural. struktural, niekanikal, elektrikal
dan lain-lain;
Persyaratan perencanaan. pelaksanaan dan pengawasan bangunan tertentu:




Rencana bagian wilayah Kota;
Rencana terperinci dan/atau tata letak persil:
Hal-hal lain vang dianggap perlu;

Paragraf 2
Jenis Perencanaan

Pasal 3

. Perencanaan umum dibedakan menjadi :
a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW):
b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR):
¢ Rencana Tehnik Ruang Kota (RTRK):
d. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL .
Perencanaan bangunan dibedakan menjadi
2 Rencana arsitekur:
b Rencana konstruksi:

¢ Rencunu imstalusi:

Pasal 6

ncana Arsitektur dengan mencerminkan arsitektur [IddI\lOﬂd] Bali sesuai
gan aturan yvang ada meliputi :
_-a. Situasi / tata letak bangunan:
B. Denah bangunan:
Tampak Bangunan;
~d Potongan Bangunan:
e Detail arsitektur:
£ Tata ruang dalam:
€ Tata ruang luar:
B Maket (bilamana perlu).
Rencana Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan aturan teknis yang ber Jaku
yvang meliputi :
a. Rencana umum sipil;




b. Rencana kihwusus sipil:
¢. Rencana detail konstruksi.
Rencana Instalasi didasarkan/dilaksanakan sesuai dengan aturan vang ddd meliputi:
a. Jaringan air bersih;
b, Jaringan pengelolaan air hujan;
¢ Jaringan pembuangan kotoran dan air kotor:
d. Sistem pembuangan sampah;
e Sistem pembuangan gas/uap Kotor:
. Sistem penerangan. akustik dan penghawaan:
2. Jaringan dan peralatan mekanikal;
i Jaringan dan peralatan elektrikal:
Jaringan pemadam kebakaran untuk bangunan Khusus:
- Jaringan Penangkal Petir:

R

Paragraf 3
Rencana Banvunan

Pasal 7

Wnptuk mendirikan bangunan dibuat rencana bangunan dan lingkungan sekitur
bangunan di dalam persil, sesuai dengan rencana terperinci Kota;

Watok merencanakan bangunan tertentu harus memiliki ijin lokasi vang
pen I.xpannu diatur dulmn chulusdn Walikotu:

Keputusan \-\-’dhi\om. -

L ntuk perencanaan bangunan umum, bangunan perniagaan atau perumahan
masal. pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota:

L ntok rencana bangunan vang didirikan diatas tanah kaplingan. pengaturannya
setapkan dengan Keputusan Walikota:

Untuk mendirikan bangunan diwajibkan membuat sumur resapan air hujan
dilokasi bangunan tersebut, persyaratan dan tata cara pembdnoundnn\d
ditetapkan dengan Keputusan Walikota:




- Pasal §

Skuran panjang vang dipersunakan dalam gambar rencana perhitungan, bestek

hal-hal lain vang berhubungan dengan 1u. menggunakan satuan metrik.
‘Bahasa yang dipergunakan dalam rencana. perhitungan. bestek dan hal-hal
Lain vang berhubungan dengan itu, harus Bahasa Indonesia.
s Peraturan/standar tehnik vang harus dipakai adalah peraturan/standar tehnik
~vang berluku di Indonesia yvang antara luin mengikuti Peraturan Beton,
Peraturan Buja. Peraturan Kayvu. Peraturan Muatan dan standar tehnik yang
fain vang berlaku di Indonesia.

Paragraf 4
Cara mengajukan Permohonan [jin Mendirikan Bangunan.

Pasal 9

Permohonan Hjin Mendirikan Bangunan (IMB: diajukan sendiri oleh
amean atau suatt badan atau badan hukum atau oieh suatu pihak vang dibert

plchnva. kepuda walikota Denpasar Kepala Dacrah ¢ Dinas Tata Kota

Pasal 10

onan [jin Mendirikan Bangunan (PIMB diajukan secara tertulis denguan
v lembar aan (formulir) vang disediakan oleh Dinas Tata Kota dan
san dengan dibubuhi materai sesuai ketentuan vang berlaku.

Pasal 11

wbar isian PIMB sekurang-kurangnya berisi Keterangan tentang :
Nama pemohon ljin Mendirikan Bangunan ( INIB ):

Alamat pemohon [jin Mendirikan Bangunan ( IMB ):

Jenis bangunan yang direncanakan;
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" ¢. Peruntukan bungunan yang direncanakan:

d. Letak persil tempat bingunan direncapakan.

Keterangan dalam lembar isian Permohonan e Meadinkan Bangunan
(IMB) dilampiri : -

~a Salinan surat hak atas tanah yang bersangkutan:

b.  Gambar rencana bangunan dengan skala 1:50/1:100/1:200:1:50/1:10071:200:
¢ Surat-surat lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Mendirikan Bangunan ( IMB ) tidak diperlukan untuk pekerjaan :
Pemeliharaan bangun-bangunan dengan tidak merubah denah Konstruksi
maupun arsitektonis dart bangun-bangunan: .

Mendirtkan bangunan tidak permanen untuk pemeliharaan binatang atau tanaman
dengan svarat:

- Bangunan tersebut ditempatkan di halaman belakang:

- Jumlah luas tidak melebihi 5 meter persegi:

Adembuat pagar vang tingginvatidak lebih dari 1.3 meter serta telujakan sesui
B jalun:

fembuat Kolam hias, patung, taman. dan tiang bendera sepanjany tdek
entangan dengan maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini:

Paragraf 3
Larangan Mendirikan Bangun-bangunan

Pasal 13

n tidak mengurangi ketentuan yang tercantum pada pasal 12 Peraturan
dilarang untuk mendirikan bangun-bangunan jika:

Tidak mempunyai'ljin Bangun-bangunan;

Menvimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan Daerah ini atau peraturan
Hdainnya yang lebih tinggi serta menyimpang dari ketentuan-ketentuan
lingkungan Khusus vangz berlaku:

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lebih lanjut dari ijin
bangun-bangunan yang diberikan;

11




Parasraf ©

Pasal 14

Dinas Tata Kota dan Bangunan memeriksa apakah Permohonan ljin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat
administrasi. tehnik dan lingkungan menurut Peraturan vang berlaku. serta
apakah kenyataan keadaan tanah dan / atau bangunan sesuai dengan Ketentuan
vang tercantum dalam Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ( PIMB ).

Dinas Tata Kota dan Bangunan memanggil secara tertulis.pemohon ljin
Mendirikan Bangunan (IMB) untuk menyempurnakan Permohonan Ijin
Mendirikan Bangunan (PIMB) yang diajukan, bila diperlukan.

Pasal 15

abibota memutuskan Permohonan ljin Mendirikan Bangunan ¢ PIMB
ambat-lambatnya satu bulan terhitung dari hart diterinanya Pemohon Ijin
wtkan Bangunan (PIMB) secara lengkap dan benar oleh Dinus Tata Kota

usan tentang Pemohon ljin Mendirikan Bangunan (PIMB) disampaikan
a pemohon secara tertulis dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi.
verahan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukun apabila semua
syaratan Permohonan [jin Mendirikan Bangunan ( IMB ) telah dipenubhi.
B dapat dikabulkan untuk seluruh bangunan yang direncanakan atau
sian bangunan yang direncanakan. vang secara struktural merupakan
1an vang terpisah.

m hal [jin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diberikan maka :

ctiap rumah/bangunan vang telah mendapatkan Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB) wajib untuk menggunakan plat nomor Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB) vang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah:

Kewajiban sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat 5 pm.a] ini ditanggung
dan dibebankan kepada yang memiliki IMB dimaksud:

Nomor [jin Mendirikan Bangunan (IMB) menggunakan angka biasa:

Bentuk ukuran dan warna plat nomor IMB ditetapkan/akan diatur kemudian;

. 1




PIMB ditoluk apabila pekerjaan mendirikan ban
dalam PIMB bertentangan dengan :

gunan yang direncanakan

a Peraturan perundang-undangan vang berlaku:

b Kepentingan umun:

¢ Ketertiban umum;

d Kelestarian. Keserasian, dan keseimbangan lingkungan:

€. Hak pthak keuiga:

I Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR ).
Rencana Tehnik Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Bangunan dan
Lingkungan (RTRK). (RTRBL):

Peaolukan PIMB dilakukan oleh Walikotu atau pejubat yang ditunjuk dengan

ment chutkan alasan penolakannva.

Paragraf §

Pembatalan PINMB

Pasal 17

whonun in bangun-bangunan adalah batal demi hukum bilamana
Yang berkepentingan maninggal dunia sebelum permohonannya diputuskan:
Keterangan vang diperlukan untuk permohonan’ ijin bangun-bangunan
sebagai dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak dilengkapi oleh
pemohon sebagaimana mestinya, setelah pemohon dipanggil 3 kali dalam
jangka wakw masing-masing tujuh hart untuk memberikan penjelasan
uidak dipenuhi oleh pemohon:

Ternyata pemohon tersebut tersangkut suatu sengketa perdata atau pidana:
Keterangan vang diberikan oleh pemohon tidak benar;

Belum melunasi reiribusi IMB setelah pemohon dipanggil 3 kali dalam
jangka waktu masing-masing 7 hari untuk melunasi;




sane batal oleh sebab tersebut huruf a ayat
aiki waris vang sah dari si pemohon.

e hatal dapat diajukan kembali setelah
"'Mbmghdmom hal-hal vang

1
=

: .- njadi «ehtib hatdlnya perrﬁohonén 1jin bang yang diajukan.
Paragraft 9

Penundaan Keputusan Terhadap PIMB

Pasal 18

san terhadap PIMB dapat ditunda berdasarkan alasan :

ntah Daerah masih memertukan waktu tambahan untuk penilaian. khususnya
ersy aratan bangunan serta pertimbangan nila lingkungan yang direncanakan:
mtah Dacrah nvata-nvata sedang merencanakan Rencana Tata Ruang
ah (RTRW) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rencana Tehnik Ruang
(RTHK ) dun Rencana Tata Ruang Bangunan Jan LingKkungan (RTRBL
rian kesempatan tambahan Kepada pemohon untuk melengkapt PIMB
diapukan:

Pasal 1Y
keputusan PIMB berdasarkan alasan tersebut pada’ pasal 18 Peraturan
¢ hanva dapat difakukan sekal! dan untuk jungkawaku tidak lebih dart dua
stung dari hari pertama setelah lewauiva jangka waktu dua bulan setelah
va PIMB oieh Dinas Tata Kota dan Bangunan.
Pasal 20

sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan Daerah ini disampaikan
=mohon. IMB disertai alasan-alasanya.




I’aragl;ai' 10
Pencabutan ljin Bangun-Bangunan

Pasal 21

2 atau pejabat vang ditunjuk berwenang mencabut sesuatu ijin bangun-
jika:

- Pemegang ijin melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat ijin
bangun-bangunan: .

Dalam jangka 6 bulan sejak surat ijin bangun-bangunan dikeluarkan masih
belum dilakukan permulaan pekerjaan yang mengarah pada penyelesaian
keseluruhan bangun-bangunan vang diberikan ijin untuk dibangun:
Pekerjaan untuk 1116111[1@';11‘ bangun-bangunan vang ijin bangun-bangunan
selah diberikan telah berhenti 5 bulan dan ternvata tidak dilanjutkan lagi:
Ijin bangun-bangunan yvang diberikan ternyata berdasarkan Keterangan-
Keterangan vang keliru:

Pembangunan h mgun-bangunan vang diberikan ijin bangun- I‘-anﬂuntmn\ i
ferm ata bertentangan dengan rencana gambar vang disahkan:

r &“l’hlu.m":.i-! ..IL‘!i_';lil sharal-syarat vang tercanium dadam Surat P L'ili.lltitl'\ L
ganah vang diberikan oleh Pemerintah:

an uniuk "r‘ti-:uhu"m iiin hangun- i‘mum.m\ e diberikan secara tertulis

lll‘llLll\.lllEl'lLdbLli suatu’ ijin bangun-bdngunan dltempkdn :\LleLlh
< 1in bungun-bangunan dipanggil dan didengar keterangannya.
sncun-bangunan vang telah dicabut dapat memohonkan kembali untuk
arut Kepada Walikota atau pejabat vang ditunjuk setelah pemegung
menghilangkan hal-hal yang menjadi sebab pencabutan suatu ijin
angunan. )

Pasal 22

#8 hanva berlaku bagi orang atau Badan Hukum penerima IMB vang
manya tercantum dalam IMB.

Karena sesuatu hal orang atau Badan Hukum penerima IMB tidak lagi
pihak vang mendirikan bangunan dalam IMB tersebut, IMB itu harus
<an balik nama kepada Walikota cq. Dinas Tata Kota dan Bangunan.
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Pasal 23

2o cara dan persvaratan balik nama IMB, mengikuti ketentuan vang berlaku pada

Mengenai lembar isian dan keterangan permohonan balik nama IMB
i an dengan keputusan Walikota.

Pasal 24

pemohon IMB meninggal atau bubar sebelum PIMB vyang diajukan
can. terhadap PIMB itu tidak diambil keputusan.

Pasal 2

tn

= bangunan sementara dapat diberikan dengan mencantumkan svarat dalam
Serschat. babwa bangunan yang bersangkutan akan dibongkar setelah lewamya

= SOE .uL ditetuphan daln IV,
Pusal 26

Fmohon wajib membayar retribusi. setelah mendapat panggilan untuk
< retribusi IMB sesuai peraturan vang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1
Memulai Pekerjaan Mendirikan Bangunan

Pasal 27

wriaan Mendirikan Bangunan dalam IMB baru dapat mulai dikerjakan
Dinas Tata Kota dan Bangunan menetapkan garis sempadan serta
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;‘_ﬂ-'npk;m dalam IMB. .
- a permukaan persil disesuaikan
me dericra pada IMB.

Pasal 28

Tata Kota dan Bangunan menunjukkan letak garis sempadan dan
andui Ketinggian permukaan persil vang dimaksud dalam pasal 27
turan Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hart setelah
srankannya IMB kepada pemohonnva.

o werelah T cempat belas) hari sesudah diserahkannva INIB Dinas Tata
dan Bangunan tidak melaksanakan tugasnya seperti tersebut avat (1),
i pemohon IMB dapat mengajukan permohonan kepada Walikota
¢ Dinas Tata Kota dan Bangunan segera melakukan tugasnyva,

Pasal 249

VIR wajih memberitahukan baik Hisan maupun tertuhis Kepada Dinas
© can Bungunan tentang :

- Sour akan dimulainva pekerjaan mendirikan bangunan tersebut:

- St akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan.
rsoaang hal o dipersyaratkan dalam IMB. sekurang-kurangnya 24 cdua
P oh empat) jam sebelum bagian pekerjaan itu dimular:

Soo penvelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan. sepanjang hal
- dipersvaratkan dalam IMB. secepat-cepatnya 24 (dua pulub empat)
Jam sebelum bagian pekerjaan itu selesai:

Pasal 30

Bat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah diterimanya
ahuan pada pasal 29 huruf b dan’ ¢, Peraturan Daerah int Dinas Tata
“an Bangunan memeriksa apakah menurut kenyataannya bagian pekerjaan
ada relah dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam IMB.
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Pasal 31

§ Tata Kota dan Bangunan setelah mengadakan pemeriksaan setempat,
1 bahwa bagian pekerjaan tersebut pada pasal 28 Peraturan Daerah ini
anakan sesuai dengan IMB. Dinas Tata Kota dan Bangunan memberikan
mulai dikerjakan bagian pekerjaan selanjutnya.

Pasal 32

Tata Kota dan Bangunan setelah mengadakan pemertksaan setempat.
kan bahwa pekerjaan tersebut pada pasal 28 Peraturan Daerah ini tidak
akan sesual dengan IMB. Dinas Tata Kota dan Bangunan dapat
sahkan pembongkaran bagian pekerjaan tersebut atau memerintahkan
pekerjaan mendirikan bangunan vang bersangkutan.

Pasal 33

Bt ganeka wakiu pemenksaan dan Dinas Tata Kot dan Bangonan welab

aponnhik IMB dapat imelak ok an baoie pekerjaan mendiciban haneumnan

Paragraf 2
Pelaksanaan PeKerjaan Mendirikan Bangunan

Pasal 34

mendirikan bangunan harus dilaksunakan sesual dengan rencana vang

2 dalam IMB.

Pasal 35

% pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan. Pemilik [jin MendiriKan
(IMB). diwajibkan menutup tanah tempat mendirikan bangunan
pagar pengaman vang mengelilingi serta pintu yang rapat.
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2 Bancunan (IMB) wajib memasang papan

by !inmur d.m tanggd ﬁ-mﬁmgmun (IMB):

. Nama pemilik ljin Mendirikan Bangunan (IMB )

- Wakiu pelaksanaan pekerjaan;

“Jemis bangunan;

Peruntukan bangunan;

Lokasi/alamat persil:

Pelaksanaan;

a terdapat sarana kota yang dapat mengganggu atau terkena rencana
ancunan maka pelaksanaan pemlnddhdnfpengamanan tidak boleh
cukan sendiri. harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang dengan biava
slik Liin Mendirikan Bangunan (IMB).

S
Bagian Ketiga
[s «l
Pengawasan

Paragraf |
covasan Pelaksanaan Tjin Mendirikan Banounan ¢ INIR

Pasal 36

pelerjuan mendirikan bangunan dilaksanaan, pemihik Hin Mendinikun
an (IMB ) mengusahakan agar salinan IMB beserta lampirannva vang
gnkan kepadanya terdapat ditempat pekerjaan. agar petugas dart Dinas
¢ Rota dan Bangunan pada setiap kesempatan dapat membuat catatan

riksaan umum yang dilakukan:

lainya pekerjaan-pekerjaan:

mgatan-peringatan vang perlu diberikan kepada penerima Ijin Mendirikan
asunan (IMB);

225 Dinas Tata Kota dan Bangunan berwenang setiap waktu menuntut
sepadanya diperlihatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta
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= 4T n Bangunan (IMB) dilakukan dibawah
tanesung jawak ala [ _ hBanoumm vang dalam hal ini
dilak <anakan ol : e oS _*ﬂglmva berddmrkdn
Keputusan Walikota atau juk berdasar
| Kepala Desa/Lurah dan w :
melaporkan setiap pembangunan d;wdayﬂmy&
sturan vang berlaku.

Pasal 37

ik Ipin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib membantu terselenggaranya
ihsaan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sebaik-baiknya oleh
s Dinas Tata Kata dan Bangunan. dengan memberikan keterangan dengan
nukkan segala sesuatunya yang diminta oleh petugas tersebut.

Pasal 38

~ Dinas Tata Kot din Bangunan berwenang -

Mok dian memerik<a rempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan banzunan
seliap swal Jan Rerj;

meriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan RKS dan
sturan vang berlaku atau standar yang berlaku:

citahkem senvingKirkan bahan hangunan yang ditolak setelah pemeriksaon.
sokoan pula alat-alat vang dianggap berbahava serta merugikan keschatan/
Lamatan untuk pekerjaan tersebut; .
zriksa apakah pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan IMB:

Pasal 39

& Liin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib memberitahukan kepada Dinas
Kotz dan Bangunan saat telah selesainya seluruh pekerjaan mendirikan
2an tersebut dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). sélambat-lambatnya
oat puluh delapan) jam setelah pekerjaan mendirikan bangunan itu selesai.




Pasal 40

peferjaan mendirikan bangunan menurut kenvataannya telah selesai
sanakan seluruhnya sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dinas
@ Kota dan Bangunan memberi surat keterangan tentang selesainya pekejaan
Sinkan bangunan kepada penerima Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

erjaan mendirikan bangunan dinyatakan selesai seluruhnya bilamana

mian banzunan vang bersangkutan juga telah selesai dan bersih. termasuk
sagkaran sementara dan pagar pengaman.

Pasal 41

jangka waktu 14 (empat belas) hart setelah pemberitahuan . tentang
2 selurubh pekerjaan mendirikan bangunan tidak ada pemeriksaan dan
Ml Kot dan Bangunan. penerima ljin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat
s Walikot untuk memerintehkan agar Dinas Tata Kota dan Bangunun

f2k<onakan pemeriksauan.

BAR I
EVEN MENGUBAH BANGUNAN

Bagian Pertama
Perencanaan

Paragraf 1
Petunjuk Perencanaan

Pasal 42

mengajukan permohonan Ijin Mengubah Bangunan. Pemohon dapat
petunjuk terlebih dahulu tentang rencana mengubah bangunan kepada
Tata Kota dan Bangunan, yang meliputi hal-hal seperti tersebut pada
3 Peraturan Daerah ini. .
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¥2) Mengubah bangunan dibedakan menjadi :
2. Mengubah fungsi atau kegunaan:

b, Mengubah konstruksi;

c. Mengubah bentuk atau estetika;

d. Mengubah jaringan utilitas:

Pasal 43

) Untuk kepentingan mengubah bangunan. perencanaannya berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini.
2 Rencand mengubah bangunan berlaku ketentuan-ketentuan pasal 8
Peraturan Daerah ini.’
Paragrat 2
Cara mengajukan Ljin Merubah Fungsi Atau Kegunaan
Bangunan.

Yasal 44

ohonan ijin merubah fungsi atau kegunaan bangunan diajukan sendiri oleh
wnan ataw badan hukum, atau oleh suatu pihak vang diberikan kuasa olehnya
22 Walikota cq. DinasTata Kota dan Bangunan.

Pasal 45
shonan ijin merubah fungsi atau kegunaan bangunan diajukan secara tertulis

» mengisi lembar isian (formulir) yang disediakan oleh Dinas Tata Kota
seunan dengan dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

isian permohonan merubah fungsi atau kegunaan bangunan sekurang-
ngnya berisi Keterangan :

Nama pemchon:

22



b, Alamat pemohon:
c. Perubahan fungsi bangunan dari dan menjadi apa.
) Keterangan dalam lembaran isian permohonan merubah fungsi bangunan
dilampiri dengan : :
« Salinan Ijin Mendirikan Bangunan:
5. Swrat Pernyataan Penyanding:
<. Surat-surat lain sesuai aturan yang berlaku:

Pasal 47

‘alikota memutuskan permohonan perubahan fungsi bangunan seiambat-
atnya 14 (empat belas) hari terhitung dari diterimanya permohonan perubahan
esi bangupan.

Pasal 48

nohonan perubahan fungsi bangunan ditolak apabila sesuar dengan had-hal

se dratur dalam pasal 1o Peraturan Dacrah i,

Paragraf 3
Mengubah Bangun-Bangunan

Pasal 49

Mengubah bangun-bangunan vang sudah diberikan ijin dan menyebabkan
Sungun-bangunan tersebut bertentangan dengan rencana gambar yang disahkan
sk 1jin mendirikan bangun-bangunannya dinvatakan batal demi hukum dan
wapat dicabut sesuai pasal 21 avat (1) huruf e Peraturan Daerah ini.
Femberian 1jin mengubah bangun-bangunan dapat dilakukan apabila semua
persvaratan baik teknis maupun administrasi dipenuhi sesuai pasal 4. 5 dan 6
Seraturan Daerah ini. ;

Tata cara mengajukan permohonan ijin mengubah bangunan sesuai pasal 9.
10 dan 11 Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 4
Menambah Luas Bangun-Bangunan .

Pasal 50

+ Menambah luas bangun-bangunan vang sudah diberikan ijin bangun-bangunan dapat
diagukan bila tidak bertentangan dengan pasal 4. 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

§ Fata cara nn.nua;ukan permohonan ijin menambah luas bangunan sesual paml'
9_10dan 1] Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

melihara bangun-bangunan dengan membuat lubang- lubang ventilasi.
rangan. mengubah estetika. mengubah jaringan utilitas tidak diperfukan ijin
srikan bangunan sesuai pasal 12 Peraturan Daerah ini dan tidak bertentangan
san Peraturan Dacrah ini.

BAR I
MEROBOHK AN BANGUNAN

Bagian Pertama
Pekerjaan Nerobohkan Bangunan

Pasal 32
shkan bangunan dilakukan berdasarkan :

wiah merobohkan bangunan:
shohkan bangunan oleh pemiliknya.



Pasal 53

Dengcan memperhatikan pada monumenten ordonantie (S.1931 238) dan/atau
Peraturan Daerah tentang Tata Kota serta Peraturan Daerah tentang Bangunan,
Walikota Denpasar berdasarkan pertimbangan tim pengawasan bangun-bangunan
Kota Denpasar dapat memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk merobohkan
schbagian atau seluruh bangunan yang dinyatakan scbagai

a. Rupuh (bouwvallig): ?

Tidak sesvai dengan rencana kota:

Tidak layak digunakan/dihuni:

Mengganggu keindahan kota/lingkungan:

Dan ketentuan lain.

Pasal 34

CSatuan tugas bangun-bangunan schelum memberikan pertimbangan kepada
Walikota terlebih dahulu melakoekan pemerniksaan dan penilaian erhadap
Bangunan yang aran divobobRan.

Satuan teas sekuang-kurangnva terdiry dary

a.  Unsur telik;

b, Unsur pemerintahan:

¢. Unsur sosial politik:

Unsur pengadilan:

<. Unsur KejaKsuan:

- Unsur kepolisian.

Pasal 55
+ Pemilik bangunan yang diperintahkan untuk merobohkan bangunannya tidak

Jdibebani retribust merobohkan bangunan.
L niuk merobohkan bangunan tidak dikenukan biaya sempadan.




BABV
SYARAT-SYARAT BANGUN-BANGUNAN

Bagian Pertama
Tata Bangunan

Pasal 56

asitikasi bangunan yang diijinkan :
Bangunan Perkantoran;
Bangunan Perdagangan dan Jasa:
Bangunan Industri: -

angunan Untuk Kepentingan Umum:

angunan Untuk Perumahan.

s Bllws)

's

v

LA

varatan-persvaratan yang harus dipenuhi :

angunan Perkantoran.
KDB = Mauaksimum 30 %
KLB = Maksimum < KDB. dengan ketinggian tidak lebih dan 15.00m.
Pada ruas jalan vang lebarnya 12 meter ke bawah jarak bangunan dengan:

pagar pekarangan depan minimum 6 meter.
pagar pekarangan samping = 3 meler.
pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar

pekarangan depan.

pagar peKarangan belakang = 4 meter.

Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter keatas, jarak bangunan depan.

pagar pekarangan depan = 0.5 meter daerah milik jalan.

pagar peKarangan samping = 3 meler.

pagar pekarangan samping untuk kapling di sudut = pagar
pekarangan depan.

pagar pekarangan belakang = 4 meter.

Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.




Bangunan Pud wangan dan Jasa Pelayanan Regional dan Kota.

1. KDB =40 %

2). KLB = maksimum 3 x KDB

3). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawal. jarak bangunan

dengan:
- pagar pek;u‘ang;in depan = 6 meter.
- pagar pekarangan samping = 3 meter.
- pagar pekarangan samping vang berbatasan dengan jalan = pagar
pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakang = 3 meter.
4. Padaruas jalan vang lebarnva 12 meter ke atas. jarak bangunan dengan:
- pagar pekarangan depan = 0.5 Damija (Daerah Milik Jalan).
- pagar pekarangan samping = 3 meter.
- pagar peKarangan samping yang berbatasan dengan 1a|.m = pagar
pekarangan depan untuk Kapling di sudut julan.
- pagar pekarangan belakang = 3 meter.
31 Tempat parkir minimal 20 “"dari total luas lantan bangunan.
Bangunan Perdagangan Pelayvanan 30.000 — 120,000 Penduduk.
KDB =30 %
2. KLB = muksimum 3 x KDB
31 Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawah, jarak bangunan
dengan:
- pagar pekarangan depan = 6 meter.
- pagar pekarangan sumping = 3 meter.
- pagar pekarangan samping vang berbatasan dengan jalan = pagar
pekarangan depan untuk Kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakang = 3 meter.
<1 Padaruas jalan yang lebarnva 12 meter ke atas. jarak bangunan dengan:
- pagar pekarangan depan = 0.5 Damija (Daerah Milik Jalan).
- pagar pekarangan samping = 3 meter.
- pagar pekarangan samping yvang berbatasan dengan jalan = pagar
pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakan o =3 meter.
= Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.
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Bangunan Pezd wangan Pelavanan 5000 Penduduk.

1), KDB=737% '

2). KLB= nul\sm]um 3x KDB

3). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawah, jarak bangunan

dengan:

pagar pekarangan depan = 6 meler.

pagar pekarangan samping = 3 meter.

pagar pekarangan samping vang berbatasan dengan jalan = pagar
pekarangan depan untuk kapling di sudut jalun.

pagar pekarangan belakang = 3 meter.

4).. Padaruas jalan yang lebarnya 12 meter ke atas, jarak bangunan dengan:

pagar pekarangan depan = 0.5 Damija (Dacrah Milik Jalan).
pagar peKarangan samping = 3 meler.

pagar pekarangan samping yvang berbatasan dengan jalan = pagar
pekarangan depan untuk kapling di sudut jalun.

pagar pekarangan helakang = 3 meter.

5). Tempat parkir minimal 20 % dari total tuas Tantd bangunan.

Bangunan Indusui

1), KDB =40 %

2). KLB = muaksimum 3 x KDB

3). Pada ruas jalan yang Ir.hdll“l\d 12 meter ke bawah, jarak bangunan

dengan;

pagar pekarangan depan = 6 meter.

pagar pekarangan samping = 2 meter.

pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar
pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.

pagar pekarangan belakang = 3 meter.

4. Padaruas jalan yang lebarnya 12 meter ke atas, jarak bangunan dengan;

(¥ ]

pagar pekarangan depan = 0,5 Damija (Daerah Milik Jalan).
pagar pekarangan samping = 2 meter:

pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar
pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan. 2
pagar pekarangan belakang = 3 meter.

Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.
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Bangunan Rumah Sakit Umum (RSU)

. KDB =40 %

2y, KLB = maksimum | x KDB, I\hu\us bangunan penampung pasicn.
3). Pada ruas jalan yang lebarnya 12 meter ke bawah. jarak bangunan

dengan:
- pagar pd\a\ angan depan = 6 meter.
- pagar pekarangan samping = 2 meter.
- pagar pekarangan samping vang berbatasan dengan jalan = pagur
pekarangan depan untuk Kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakuang = 4 meter.
4). Padaruas jalan yang lebaraya 12 meter ke atas, jarak bangunan dengan:
- pagar pekarangan depan = 0.5 Damija (Daerah Milik Jalan).
.- pagar pekarangan samping = 3 meter.
- pagar pekarangan samping vang berbatasan dengan Jdi N = pagar
pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakung = 4 meter.
5). Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.
Bangunan Puskemas. BKIA. Peliklinik. Puskesmas Pembantu.
1. KDB=50%
2). KLB = muaksimuim 2 x KDB, khusus bangunan penampung pasien.
3). Pada ruas jalan vang lebarnya 12 meter ke bd\\ ah, jarak bangunan
dengan:
- pagar pekarangan depan = 6 metu
- pagar pekarangan samping = 3 meter.
- pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar
pekarangan depan untuk Kapling di sudut jalan. _
- pagar pekarangan belakang = 4 meter.
4). Padaruas jalan yang lebarnya 12 meter ke atas, jarak bangunan dengan:
- pagar pekarangan depan = 0.5 Damija (Daerah Milik Jalan).
- pagar pekarangan samping = 3 meter.
- pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar
pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakang = 4 meter.
). Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.

n
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Bangunan Pendidikan,

1. KDB = maksimum 40 %

21 KLB = maksimum 3 x KDB. terkecuali untuk TK. KLB = 1 KDB.
2. Pada ruas jalan ¥ang lebarnya 12 meter ke bawah, jarak bangunan

dengan:
- pagar pekarangan depan = 6 meter.
- pagar pekarangan mtmpm; = 3 meter.
pagar pekurangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar

pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakang = 4 meter.
4. Padaruas jalan vang lebarnva 12 meter ke atas. jarak bangunan dengan:
- pagar pekarangan depan = 0.5 Damija (Daerah Milik Jalan).
- pagar pekarangan samping = 3 meter.
- pagar pekarangan samping yvang berbatasan dengan jalan = pagar
pekarangan depan untuk Kapling di sudut jalan.
S Tempat parkic minimal 20 % dart totad Tuas Jantan bangunan.
Bungunan (1! ah Raca dan Gedune Kesenian.
). KDB=20% -40%
2). KLB maksimum 2 x KDB.
31 Pada ruas jadan vang lebarnva 12 mieter ke bawah. jarak bangunan
dengan; .
- pagar pekarangan depan = 6 meter.
- pagar pekarangan samping = 3 meter.
- pagar pekarangan samping vang berbatiasan den ran jalan = pagar
pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakang = 4 meter.
41 Padaruas jalan vang lebarnva 12 meter ke atas. jarak bangunan dengan:
- pagar pekarangan depan = 0.5 Damija { Daerah Milik Jalan).
- pagar pekarangan samping = 3 meter.
- pagar pekarangan samping yvang berbatasan dengan jalan = pagar
pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakang = 4 meter. )
> Tempat parkir minimal 20 % dari total luas lantai bangunan.

(%]
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Bangunan Kebudayaan Meliputi Bangunan Muscum, Gedung Pameran.
Kesenian. Perpustakaan. Dan Bangunan Lainnya Yang Berfungsi Adat /
Kebudayaan. '
). KDB =30 “
2). KLB = maksimum 2 x KDB.
3). Pada ruas jalan vang lebarnya 12 meter ke bawah, jarak bangunan
dengan:
- pagar pekarangun depan = 6 meter.
- pagar pekarangan samping = 2 meter.
- pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar
pekarangan depan untuk kapling di sudut jalan.
- pagar pekarangan belakang = 3 meter.
4). Padaruas julan yang lebarnya 12 meter ke atas. jarak bangunan dengan
- pagar pekarangan depan = 0.5 Damija (Daerah Milik Jalan).
- pagar peRarangan samping = 2 meter.
- pagar pekarangan samping vang herbatasan dengan jalan = pagar
pekaranzan deran untuk kapling i sudut jalan,

31 Tempat parkir minimal 20 % dart wotad fuas Tantan bangunan.

Bangunan Perunwhan.

). KDB = muksimum 73 % sepanjang tdak ditetapkan lain.

2). KLB = maksimum 2 x KDB.

3). Jarak Bangunan diatur berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar. Areal
Setra dun  Kuburun tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan sebagai
Jalan umum. Kecualt atas persetujuan umat pemilik Setra dan Kuburan
vang bersangkutan.

Pasal 57
=n tidak mengurangi ketentuan pada pasal 56 Peraturan Daerah ini untuk

n-bangunan umum dan bangun-bangunan Khusus akan diatur melalui
usan Walikota. ’




Bagian Kedua
Arsitektonis Bangun-Bangunan

Pasal 58

Pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin bangun-bangunan sebagai
vang dimaksud dalam pasal 4. Peraturan Daerah ini wajib berusaha/
mengarahkan agar kegiatan pembangunan mengarah kepada usaha untuk
mempertahankan serta memperkembangkan inti dan gaya arsitektur
radisional Bali, yang sekaligus mencerminkan falsafah hidup tradisional
masyarakal setempat. :

Sesuai dengan ketentuan vang tercantum dalam avat (1), Pasal ini maka pejabat
vang herwenang untuk memberikan 1jin bangun-bangunan antara lain wajib
memperhatikan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali.
Retentuan-ketentuan dan penjelasan sefanjutny o mengenar gava arsitektur
radistonal bangun-bangunan Bali akan dintur dafam Peraturan Pelaksanaan
tart Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Syvarat-Svarat Keindahan

Pasal 39

Suatu bangun-bangunan beserta segala urutannva. pengelompokan saluran-saluran
dan penetapan bentuk dari bagian-bagiannya dan keseluruhannya. demikian pula
bahan bangun-bangunan dan warna vang dipergunakan. harus memenuhi syarat-
svaratarsitektonis vang lavak. vang ditetapkan berhubungan dengan pemandangan
Rot/Daerah yang telah ada dan menurut perkiraan akan ada kemudian serta sifat
keadaan sekitarnya. Pendirian suatu bangun-bangunan wajib memperhatikan
xeserasian lingkungan dimana bangun-bangunan itu didirikan.

Sesuatu bangun-bangunan tidak boleh membiarkan tetap adanya sesuatu
zangguan terhadap keindahan dan keadaan di tempat itu.




ok jalan-jalan rava. vang ditetapkan oleh Walikota dapat menetapkan
*arat-syarat bangun-bangunan untuk memperoleh pemandangan jalan vang
wwemenuhi svarat-svarat Ketertiban vang layak. '

Valikota dapat menetapkan svarat-syarat lebih lanjut terhadap ketentuan-
ctentuan dalam pasal ini dengan membentuk Panitia Khusus yang bertugas,
nemberi petunjuk-petunjuk/naschat-nasehat mengenai pelaksanaan pasal ini.

Bagian keempat
Warna Bangun-Bangunan

Pasal 60

but vang berwenang untuk memberikan ijin bangun-bangunan wujib
carahkan agar untuk bangun-bangunan  dipergunakan warna-warna yvang

1
!

dengan aiam Bali.
Pasal 61

ang mendiriRan bangua-bangunan vang menyerupai bangun-banguaan

atsuch vuny penggunaannya tidak sesuar dengan fungsi sebenarnva.

Bagian Kelima
Pagar

Pasal 62

Pagar pekarangan vang terletak ditepi vang dapat dilalui oleh kendaraan umum.
arus mencerminkan bentuk pagar tradisional Bali.

Setiap pintu vang terdapat pada pagar pekarangan sebagai yang dimaksud
falam ayat (1) Pasal ini. diusahakan berbentuk angkul-angkul.

Setiap bangunan vang dibangun berdasarkan Peraturan Daerah ini. yang
erletak ditept jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan umum. harus dilengkapi
fengan pagar sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

(F¥]
('S




Kepala Bagian Tehnik dapat mengharapkan Kepada setiap orang/Badan Hukum
vang melaksanakan /menyvuruh 1m.l iksanakan™ pekerjaan-pekerjaan
pembangunan / perombakan. penambahan / pembetulan untuk memagari
sementara seluruh / sebagian dari Daerah tempat pekerjaan tersebut jika
menurut pendapatnya perlu dilakukan demi adanya ketentraman, Keamanan

dan keselamatan Kerja.

Bagian Keenam
Sempadan Bangunan

Pasal 63

ngun-bangunan vang didirikan berbatasan dengun julan. sempadan bangunan
erhitungkan terhadap bangun-bangunan vang didirikan berbatasan dengan jalun.
tat dan sungai/waduk/jurang dengan Letentuan ~ehagui berikut

Sempadan jalan ditentukan tereantung dart lehar daerah milik jalan cdamijpae
vang divkur dari as jadan sampai pdd 1 as bidang wembok /uang bangunan paling

depun ataw seinpadan jadan sama de sddaija ditnbady welyak pagar. dan

elajukan pagar ditetapkan schagai 5.\‘5 .‘.«. t

D Untek debar jadan sampai 6 meter minimal 005 nicter.

2). Untuk lebar jalan diatas 6 meter sampai 8 meter ininimum 0,735 meter.
3). Untuk lebar jalan diatas 8 meter sampai 12 meter minimum | meter.

4). Untuk lebar jalan diatas 12 meter sampai I8 meter minimum 1.5 meter.
3). Untuk lehar jalan diatas 18 meter minimum 2 meter.

Sempadan pantai adalah jarak bangunan yvang divkur dari pertemuan muka
air pasang tertinggi dengan daratan saimpai pada as bidang tembok/tiang
bangunan vang menghadap ke arah pantai kemudian diatur sesuai dengan
peraturan vang berlaku.

Sempadan sungai / jurang / waduk ditentukan tergantung pada lebar, kedalaman
atau ketinggian tebing sungai / jurang / waduk vang dluklu dart sisi atas tebing pada
as bidang tembok/tiang bangunan, diatur sesuai dengan peraturan vang berlaku.
Bangun-banguran yang dapat dibangun pada areal sempadan jalan adalah
1). Tembok pagar.

2). Balai bengong. pos keamanan, balai kulkul dan tempat Persembahyangan
yang berukuran tidak lebih dari (2,00 x 2.00) m°. ’
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S Taman tempat parkir tanpa atap.

Telajakan dimanfaatkan untuk jaringan ultilitas dan pertamanan.

Untuk garis sempadan bangunan dan garis sempadan sungai ditetapkan
dalamKeputusan Walikota. '

BABVI
RETRIBUSI IJINBANGUNAN

Pasal 64

ap pemohon [jin Mendirikan Bangunan atau ljin Mengubah bangunan dikenakan
ribusi sebesar Ketentuan yang tercantum dalam pasal 64 peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Semua beu retribusi tersebut pasal 64 Peraturan Daerah int harus dibavarkan
sebelum ijin diterbitkan oleh Walikota

Bea retribusi dimakisad harus disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan vang berfaku.

Pembavaran tersebut pada avat (20 Pasal im dilakukan dengan menverahkan
formubir pembayueran Rewribusi yang teiah ditsi. dengan ketetapan besaran
retribusi disahkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan. '
Tanda terima pembavaran vang sah diberikan kepada pemohon ijin dengan
tebusan dikirimkan kepada Dinas Pendapatan dan arsip dikirim kepada Dinas
Fata Kota dan Bangunan.

Pemberian Nomer ljin Mendirikan Bangunan (IMB) diuraikan sebagai

=

berikut :

a. Setiap rumah/bangunan vang telah mendapatkan IMB wajib untuk
mengunakun plat nomor IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Denpasar: _

b. Kewajiban sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat 5 pasal int ditangeung
dan dibebankan kepada vang memiliki IMB dimaksud :

¢. Nomor IMB menggunakan angka biasa ;

d. Bentuk. ukuran dan warna plat nomor IMB ditetapkan/akan diatur kemudian.
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Pasal 66

ribusi yang telah dibayarkan ke Kantor Kas Daerah tidak dapat diminta kembali
1jin bersangkutan dicabut atas permohonan ijin atau kerena alasan lain.

Pasal 67

Ketetapan Besaran Retribusi ditentukan berdasarkan harga tafsiran bangun-
sangunan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Keberatan terhadap penetapan retribusi hanya dapat dilakukan dengan
mengajukan secara tertulis pada Walikota melalui Kepala Dinas Tata Kota
dan Bangunan.

Keringanan terhadap penetapan besaran retribusi hanya dapat (illalxulum dengan
rertulis dan ditujukan kepada Walikota melalui Dinas Tata Kota dan Bangunan.
+ Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan keringanan tersebut ayat

3) Pasal ini akan diputus kan secara tertulis.
Pasal 68

Pembayaran rewibusi difukukan sclumbat-lambatnyva T4 (empat belasy har
setelaby surat penetapan besaran retribusi diterima uth pcmohun in.
Bila setelah lewat masa pembayaran- tersebut ayat (1) Pasal ini. kepada
pemohon ijin akan dikenakan sanksi sesuai pasal 17 Peraturan Daerah ini
Bila setelah lewat masa pembavaran tersebut avat (2) Pasal ini. maka
pcrmuhunzm 1jin akan digugurkan.

Setelah permohonan ijin digugurkan sebuanyak tiga Kali sebagaimana tersebut
avat (3) Pasal ini. Walikota berhak memutuskan untek menolak pelmohomn iin.

Pasal 69

Pemohon ijin harus meminta ketetapan besaran retribusi tjin pada Dinas Tata
Kora dan Bangunan, setelah mendapat panggilan dari Dinas- Tata Kota dan
Bangunan secara tertulis. '

» Panggilan tersebut avat (1) Pasal ini harus dikirimkan dengan bukti tanda
terima dari penerima surat panggilan. :
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Bilamana ~setelah dipanggil sebanyak tiga kali pemohon ijin tidak
mengindahkan panggilan. maka permohonan 1jin akan digugurkan. l

Permohonan ijin vang digugurkan karena alasan tersebut ayat (31 Pasal ini tidak
dapat diajukan kembali sebelum pemolion ijin membuat surat pernyataan
rersediadipanggil vang ditujukan Kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan,

Bagian Pertama
Retribusi jin Mendirikan Bangunan

Pasal 70

' Setiap orang atau badan hukum vang memohon ijin Bangun-bangunan
dwanbkan membavar rewribust [jin Bangunzbangunan dan bea Jasa
Penata Sempadan.

b Retribusi Tjin Bangun-bangunun serta bea Jasa Penata Sempadan <eperti
rersebut avat (1) Pasal int harus dibayar lunas sebelum pemchon menerima
sarat [jpin Bungun-bangunian.

' Retribust [jim Bangun-bangunan dibayar oleh pemohon ljin Bangun-bungunan
Htentukan sebagan berikut -

fhenokun Retribust Lin Bangun-bungunan

Baneun-banounun perpienen
= < i

sebesar 1.2 % dari harga talsivan Bangun-bangunan yang didirikanz
h. Bangun-bangunan permancn dengan konstruksi selain tersebut pada
hurut w avat (3) pasal it dikenakan Retribusi ljin Bangun-bangunan,
sebesar | % dari harga taf~iran Bangun-bangunan yang didirikan:
» Walikota menetapkan harga tafsiran Bangun-bangunan atas usul Kepala Dinas
Tata Kota dan Bangunan/Pejabat Penata Sempadan.
Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan bertaggung jawab atas penvelenggaraan
administrast penerimaan dan penvetoran Retribusi [jin Bangun-bangunan
sebagaimana dimaksud dalam avat (3) pasal ini.




Bagian Kedua
Bea Sempadan

Pasal 71

ctetapan bea sempadan ditentukan berdasarkan jenis sempadan. Klasifikasi
wastruksi. luas lantai masing-masing lapis lantai dan harga tafsiran hangunan.

: Pasal 72

“u Jusa Penata Sempadan yang dibayar oleh pemohon ljin Bangun-bangunan
sentukan sebagai berikut ;

Bangun-bangunan permanen dikenakan Bea Jasa Penata Sempadan 3o/oo dari
harga tafsiran bangun-bangunan vang didirikan:

Bangun-bangunan permanen dengan konstruksi selain tersebut pada huruf a
pasal int dikenakan Bea Jusa Penata Sempadan 20/00 dari harga tafsiran
hangun-bangunan vang didirikan:

Bangun-bangunan semi permancn dikenakan Bea Jusa Penata Sempadan To/oo

dart harga tafsiran bangun-bangusan vang didinikan:
Pasal 73

ntuk setiap permohonan balik namie. pemecahan dari perijinan induk dan
cndapatkan duplikat IMB serta perubahan fungsi bangunan yvang diatur dalam
craturan Daerah ind dikenakun binva sebesar 10 % dari Retribusi ljin vang

oangkutan sesuai dengan aturai vanyg beriuku pada saat ini.

Bagian Ketiga
Retribusi [jin Mengubah Bangunan

Pasal 74

-1 Penetapan retribusi ijin mengubah atau merenovasi bangunan ditetapkan sesuai
dengan pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

_) Penetapan biaya jasa penata sempadan merubah atau merenovasi bangunan

ditetapkan sesuai dengan Pasal 72 Peraturan Daerah ini.
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Bagian Keempat
tribusi Plat Nomor IMB dan Retribusi Informasi Peruntukan Lahan

Pasal 75

Pemilik Bangunan vang telah selesai melaksanakan pembangunan sesuai Tjin
Mendirikan Bangunan ( IMB ) vang diberikan wajib mengajukan permohonan
I Penggunaan Bangunan ( IPB 1.

Atas pemberian 1jin Penggunaan Bangunan (IPB) dimaksud ayat (1) pasal ini
dikenakan Retribusi sebesar 10 % dari nilai biaya Ijin Mendirikan Bangunan (INMB).

Bagian Kelima
Retribusi Plat Nomor Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB )

Pasal 76

Retribust Plat nomor 1jin Mendirikan Bangunan ¢ IMB 1 ditetaphan dengan
Keputusan Walikota.
Hastl Retribust sebagaimana dimaksud avat ¢ 1) pasal ini disetor ke Kas Daerih

st Ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Retribusi Informasi Peruntukan Lahan

Pasal 77

' Retribust Informast Peruntukan Lahan dihitung berdasarkan fuas wreal.
ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

~ Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dl\e[Ol ke Kas Daerah
sesuai ketentuan vang berlaku.




BAB VI
SANKSI
Perintah Menghentikan Kegiatan

Pasal 78

Kota setelah mendengar pertimbangan Tim Pengawas dan Penertiban Bangun-
Tzunan Kota denpasar. dapat mengambil tindakan terhadap pelaksanaan

criaan baik vang telah selesal maupun yvang belum selesal yang mengenai

au bangun-bangunan yang permohonan jjinnya ditolak, dibatalkan, dicabut
vikian pula jika suatu bangun-bangunan tudak memiliki ijin bangun-bangunan.

Pasal 79 i

1gan mengingat Ketentuan vang tercantum dalam pasal 13, 16 dan 17 Peraturan

erah ini:
Walikota berwenang untuk mengeivarkan surat perintah penghentian pekerjaan

erhadap bangun-huangunan yang tidek ~sesuan dengan i vang telah diberikun.

Dalam surat perintah sebagaimanae vang dimaisud dadam avat (1) pasal ini

Ko Juntgho woakiu penataaing o

Paragraf 2
Pembongkaran Bangun-bangunan

Pusai 58

Dengan tidak mengurangt ketentuan pasal 33 Peraturan Daerah ini Pejabat
vang ditunjuk serta dengan mengingat ketentuan Undang-undang yang berlaku
Walikota dapat memerintah membongkar:

a. Bangun-bangunan yang-dibangun tanpa ijin:
b. Bangun-bangunan atau sebagian bangunan vang pelaksanaan
pembangunannya tidak sesuai dengan ijin vang diberikan.

Perintah membongkar suatu bangun-bangunan atau sebagaian dari padanya

dinyarakan dalam surat perintah bongkar vang dikeluarkan oleh Walikota atau

Pejabat yang ditunjuk.

40




Untuk melaksanakan surat perintah bongkar sehagai yvang dimaksud dalam
avat (2) pasal ini Kepada yvang bersangkutan diberikan Kesempatan untuk
melaksanakan sendiri pembongkaran sesuai dengan waktu yang ditentukan
dalam surat perintah bongkar.

Terhadap pembebanan biaya sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini
nihak vang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Setiap orang atau Badan Hukum vang melanggar Ketentuan-Ketentuan Bab |
sampai dengan Bab VI Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana Kurungan
2 itgay bulan atau denda paling banvak Rp. 3.000.000.- (lima juta rupiah).
Tindak pidana vang dimaksud dalam ayvat (1 Pasal i adalah pelanggaran.
BAB I
RETENTUAN PENYID]

14

Pasal 82

Pejabat Pegawui Negeri Sipil tertentu i Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar diberi wew enang Khusus schagar Penvidik untuk melakukan
pevidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dacral sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Wewenang Penvidik sehagaimana dimaksud pada avat (1) pasal in1 adalah :
4. Menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
Keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah: )

(o]
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Rumi

£ Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat:

Mengambil sidik jart dan memotret seseorang:.

. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

|

o
pemeriksaan perkara:

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan
hal tersebut kepada penuntut umum.tersangka atau kKeluarga:

I Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung

jawabkan.

Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya metalut penyidik umum memberitahukan
hal tersebut kepada penuntut umum. tersangka atau keluarga;

K. Mengadakan tndakan fan menurut hukum vang dapat dipertangguny

jawahkan.
E’u]\uh!\ sehagaimana diahsud pada ayat (1 pasal mr memberitahukan

dimulainya penyidikan duar pemvampaian hasit penyidikan 3 Rep wa Penuntut
Lo, sesuad di.:il\:_"::'.' acluhilondi valig diviur dadwn € ::dla.l::-L nd g Nomoer s

Tahun 1981 entang Hukum Acara Pidana.

BAB X
BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALL

Pasal 83

«eputusan Walikota tentang penolakan permohonan ijin dan pencabutan ijin
rendirikan atau mengubah atau merobohkan bangunan dapat dimintakan
cninjaun kembali kepada Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat
‘las) hari setelah diterimanya penolakan atau pencabutan yang bersangkutan.




Pasal 84

atah penghentian scgera pekerjaan mendirikan bangunan atau mengubah
sunan atau merobohkan bangunan serta perintah-perintah lain dari Dinas

Kota dan Bangunan dapat dimohon banding kepada Walikota dalam
cta 14 (empat belas) hari setelah disampaikannya perintah tersebut kepada
nhik IMB atau [jin Mengubah Bangunan atau [jin Merobohkan Bangunan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Bugi Pemilik bangunan yvang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah
mendirtkan bangunan wajitb mengikuti Ketentuan vang berlaku vaitu
tukan permohonan 1iin Mendirikun Bangunan « INIB 1

meng

memperoleh Hin Mendirtkon Baneunan € IMB O dimakand avat (1)

st il pemobon wagih mclapickan antara lain
Nama pemohon:

i sadalinal I)L‘HIUi'ILHIl

¢ Jenis bangunan:

{4 Peruntukan bangunan:

Eotak pepsil:

Peta situas:

oo Gambar bangunan dengan skala 1:30/1:100/1:200:

h. Salman bukti hak atas tanah:

Jemilik bangunan yang telah memihiki IMB seperti tersebut pada ayat (1) pasal

ini. wajib mengajukan permohonan IPB dalam pasal 81 sampai dengan pasal 91

berlaku mutatis mutandis bagi IPB.



Pusal 86

' Bangunan yang pada saat mulai berlakunyva Peraturan Daerah ini sedang
Jiproses IMB nyu atau sedang Jidirikan berdasarkan IMB menurut Peraturan
Dacrah yang berlaku sebelumnya. tetap diperlakukan berdasarkan Peraturan
Daerah tersebut.

Ayat (1) pasal ini berlaku mutats mutandis bagi mengubah dan
merobohkan bangunan. ’

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

naan berlakunya Peraturan Dacrah ini maka Peraturan Daerah Kota Denpasar
amor 11 Tahun 1993 tentang jin Bangun-Bungunan dinvatakan tidak bertaku,

atet
Poasad Bn

i-ibad s atig Dot dialdn dui et ditiin Lt ait i akan atleitiiangdl ReHuatl

“h Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannyd.
Pasal RY

raturan Daerah in mulai berlaku pada tanceal diundangkan.

_ Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
sngundangan Peraturan Daerah ini Jengan menempatkannya dalam Lembaran
aerah Kota Denpasar.




Disahkan di - Denpasar
pada tanggal 19 Pebruari 2001
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PENJELASA "J
ATAS
PERATUR.AN DAERAH K()"FA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG

IJIN BA NGUN-BANGUNAN

UMUM
Berdirinya hangunan rumah tempat tinggal atau gedung instaliast dan
nea pembaiizunan hanguna i di Kot Denpusar adalahy sangat posad

jrrlal

I.'m'i'kcmlmnu wmnva oleh }“m.-mn} a4 dismmping sebagai Tbukota Propinst atati
dazgergi kot B by o bepwaes asan Poieeoloopey otk ]‘»1:1“ yerpan st

dike nddllkdn dan dndm keberadaannyva sehz ngga suasana ketertihan. I\und than

dapat diwuojudkan.
Schubungan dengan itu maka perlu dltr_lapkan hatasan-hatasan vang

harus dipenuhi sehagar suatu persyaratan di dalam méndirikan.merobohkan.

merubah bangunan vang ditetapkun dulam Peraturan Daerah tentang 1jin

Bangun-bangunan.
.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 @ Cukup jelas
Pasal 2 :  Cukup jelas
Pasal 3 : . Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 @ Cukup jelas
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Puasal 6
Pasal 7
Pasal 8

Pasal 9
Pasal 10:
Pasal 11 :
Pasal 12:
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16:
Pasal 17 :
Pasal 18:
Pasal 19:
Pasad 20 ;
Pusai 21 :
Pasal 22
Pasaledan
Pasaal 234
Pasal 15
Pizal 26:
Pasal 27 :
Basad 28
Pasal 29 .
Pasal 30 ;
Pasal 31 :
Pasal 32
Pasal 33 :
Pasal 34 :
Pisal 35:
Pasal 36:
Pasal 37:
Pasal 38:

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas -

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelus
Cukup relas
Cukup jelus
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelus
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

" Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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Pasal 39 :
Pasal 40 :
Pasal 41 :
Pasal 42 :
Pasal 43 :
Pasal 44 :
Pasal 45:

Pasal 46 : °

Pasal 47 :
Pasal 48 :
Pasal 49
Pasal 30
Pasal 51
Pasal 32 :
Pasal 33
Pasal 54
Pasal 35 :
Pasal 56 ;
Pusal 37 ;
Pasui 38:
Pasal 59:
Pasal 60:
Pasal A1
Pasal 62
Pasul 63
Pasal 64 :
Pasal 65
Pasal 66:
Pasal 67 :
Pasal 68
Pasal 69:
Pasal 70 -
Pasal 71 :

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

. Cukup jelas

ok jelas
Cukop elas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas




Pasal 72 :
Pasal 73 :
Pasal 74 :
Pasal 75 :
Pasal 76 :
Pasal 77 :
Pasal 78 :
Pusal 79
Pasal 80 :
Pasal 81:
Pasal 82 :
Pasal 83
Pasal 84 :
Pasal 83
Pusul 86
Pasal 87 :
Pasal 88

Pumts 39

Cukup jelas
CuRup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jotios
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